
MENTEHIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 91/PMK. 05/2019 

TENT ANG 

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM 

PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING 

PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif 

layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan 

Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Tarif 

Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan 

Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi; 

b. bahwa Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

melalui Surat Nomor B-328/KA.BPPT/SD/PT00/08/2018 

tanggal 1 Agustus 2018 hal Pengajuan Revisi 

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan 
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Teknologi/BPPT Enjiniring telah mengajukan usulan 

perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat 

Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 

c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan 

Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, telah dibahas 

dan dikaji oleh Tim Penilai; 

d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu 

mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum 

Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang sebelumnya 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

173/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan 

Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan 

Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT 

Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi; 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 

tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan 
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Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 915); 

MEMUTUSKAN: 

PERA TURAN MENTER! KEUANGAN TENT ANG 

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PELAYANAN 

TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING PADA BADAN PENGKAJIAN 

DAN PENERAPAN TEKNOLOGI. 

Pasal 1 

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan 

Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi merupakan imbalan atas jasa layanan 

yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan 

Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi kepada pengguna jasa. 

Pasal 2 

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 

atas: 

a. tarif penggunaan tenaga ahli; 

b . tarif pendidikan dan pelatihan fungsional; 

c. tarif pendidikan dan pelatihan teknis; 

d. tarif kajian teknologi; 

e. tarif perancangan dan pengembangan prototype atau 

pilot plant; 

f. tarif jasa pengujian; dan 

g. tarif hak atas kekayaan intelektual. 

Pasal 3 

( 1) Tarif penggunaan tenaga ahli dan tarif pendidikan dan 

pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk 

biaya transportasi dan akomodasi. 
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(3) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dibebankan kepada pengguna jasa. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran tarif, 

tata cara penetapan tarif, dan tata cara pembayaran 

imbalan keahlian kepada tenaga ahli mitra sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan 

Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 

Pasal 4 

Tarif pendidikan dan pelatihan teknis, tarif kajian teknologi, 

dan tarif perancangan dan pengembangan prototype atau pilot 

plant sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, 

dan huruf e ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara 

Kepala Badan Layanan Um um Pusat Pelayanan 

Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi dengan pengguna jasa. 

Pasal 5 

Tarif kajian teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf d memperhitungkan biaya produksi yang antara lain 

terdiri atas komponen jasa tenaga kerja, bahan, mobilisasi, 

royalti, transportasi, akomodasi, legalisasi dokumen dan 

margm untuk biaya administrasi dan pengembangan paling 

rendah 25% (dua puluh lima persen) dari biaya produksi. 

Pasal 6 

(1) Tarif Jasa penguJ1an sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT 

Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi. 

(2) Tarif jasa pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal 

dari biaya administrasi, bahan uji, peralatan, dan/ atau 

instruktur pendamping/tenaga ahli. 
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Pasal 7 

(1) Tarif hak atas kekayaan intelektual sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf g ditetapkan berdasarkan 

kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum 

Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan pengguria 

Jasa. 

(2) Pembagian royalti terkait tarif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri 

Keuangan yang mengatur mengenai imbalan yang berasal 

dari Penerimaan Negara Bukan Pajak royalti paten kepada 

investor. 

Pasal 8 

(1) Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT 

Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi dapat memberikan jasa layanan di bidang 

pengkajian dan penerapan teknologi berdasarkan 

kebutuhan dari pihak penggunajasa melalui kontrak kerja 

sama. 

(2) Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan 

Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala 

Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT 

Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi dengan pihak pengguna j asa. 

Pasal 9 

(1) Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT 

Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi dapat melakukan kerja sama operasional 

dan/ atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk 

meningkatkan layanan jasa di bidang pengkajian dan 

penerapan teknologi. 

(2) Tarif layanan yang berasal dari kerja sama operasional 

dan/ atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 

kontrak kerjasama antara Kepala Badan Layanan Umum 

Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan pihak lain. 

Pasal 10 

(1) Terhadap pengguna Jasa yang berasal dari perusahaan 

multinasional dikenakan tarif layanan paling rendah 150% 

(seratus lima puluh persen) dari tarif penggunaan tenaga 

ahli dan tarif pendidikan dan pelatihan fungsional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan 

huruf b. 

(2) Terhadap pengguna jasa yang berasal dari usaha mikro, 

kecil, dan menengah dan/ atau koperasi dikenakan tarif 

layanan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari 

tarif penggunaan tenaga ahli dan tarif pendidikan dan 

pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a dan huruf b . 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara 

penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Pusat 

Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 

Pasal 11 

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Pusat 

Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian 

dan Penerapan Teknologi degan pihak pengguna jasa sebelum 

berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan 

berakhirnya perjanjian/kerja sama. 

Pasal 12 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Tarif 

Layanan Badan Layanan Um urn Pusat Pelayanan 

Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan 
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Penerapan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1363), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 13 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari 

terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pad a tanggal 18 J uni 201 9 

DIREKTUR JENDERAL 

Ditetapkan di Jakarta 

pad a tanggal 18 J uni 201 9 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 659 

·:·_:~ 
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LAMPI RAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 91/PMK. 05/2019 

TENT ANG 

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT 

PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING PADA BADAN 

PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

TARIF LAYANAN PENGGUNAAN TENAGA AHLI DAN TARIF LAYANAN 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BADAN LAYANAN UMUM 

PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT E NJINIRING PADA BADAN 

PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

J enis Layanan Satuan Tarif (Rp) 

Penggunaan Tenaga Ahli 

1. Satjana (S 1) 

a . Pengalaman 3 Tahun Per Orang/ 13 .680 .000,00 s.d. 

Bulan 15.960.000,00 

b . Pengalaman 4 Tahun Per Orang/ 14 .580 .000,00 s .d . 

Bulan 17.010.000,00 

c . Pengalaman 5 Tahun Per Orang/ 15.660.000,00 s.d . 

Bulan 18.270 .000,00 

d . Pengalaman 6 Tahun Per Orang/ 16.620.000,00 s .d. 

Bulan 19 .390.000,00 

e. Pengalaman 7 Tahun Per Orang/ 17.160.000,00 s .d. 

Bulan 20 .020.000,00 

f. Pengalaman 8 Tahun Per Orang/ 18.180.000,00 s.d. 

Bulan 21.210.000,00 

g. Pengalaman 9 Tahun Per Orang/ 22.200 .000,00 s.d . 

Bulan 25. 900 .000,00 
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No. J enis Layanan Satuan Tarif (Rp) 

h . Pengalaman 10 Tahun Per Orang/ 22 .860 .000,00 s.d . 

Bulan 26.670.000,00 

1. Pengalaman 11 Tahun Per Orang/ 23.400 .000,00 s.d. 

Bulan 27 .300.000,00 

J . Pengalaman 12 Tahun Per Orang/ 24 .720 .000,00 s .d. 

Bulan 28.840.000,00 

k. Pengalaman 13 Tahun Per Orang/ 31.080.000,00 s .d . 

Bulan 36.260.000,00 

1. Pengalaman 14 Tahun Per Orang/ 32.700.000,00 s.d. 

Bulan 38.150.000,00 

m. Pengalaman 15 Tahun Per Orang/ 33.300.000,00 s.d. 

Bulan 38.850.000,00 

n . Pengalaman 16 Tahun Per Orang/ 34.980.000,00 s .d . 

Bulan 40.810.000,00 

o. Pengalaman 17 Tahun Per Orang/ 42.360.000,00 s.d. 

Bulan 49.420.000,00 

p . Pengalaman 18 Tahun Per .Orang/ 44.400.000,00 s .d . 

Bulan 51 .800.000,00 

q . Pengalaman 19 Tahun Per Orang/ 45 .060 .000,00 s.d. 

Bulan 52.570.000,00 

r. Pengalaman 20 Tahun Per Orang/ 47 .160.000,00 s .d . 

Bulan 55.020.000,00 

s. Pengalaman 21 Tahun Per Orang/ 55.740 .000,00 s.d . 

Bulan 65 .030 .000,00 

t. Pengalaman 22 Tahun Per Orang/ 58.260.000,00 s.d. 

Bulan 67 .970 .000,00 
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No. Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 

u. Pengalaman 23 Tahun Per Orang/ 58.980.000,00 s.d. 

Bulan 68.810.000,00 

v. Pengalaman 24 Tahun Per Orang/ 61.620.000,00 s.d. 

Bulan 71 .890.000,00 

w. Pengalaman 25 Tahun Per Orang/ 62.400 .000,00 s.d. 

Bulan 72.800.000,00 

2. Magister (82) 

a. Pengalaman 1 Tahun Per Orang/ 16.500 .000,00 s.d. 

Bulan 19 .250.000,00 

b. Pengalaman 2 Tahun Per Orang/ 16.980.000,00 s.d. 

Bulan 19.810.000,00 

c. Pengalaman 3 Tahun Per Orang/ 18.000.000,00 s.d. 

Bulan 21.000.000,00 

d. Pengalaman 4 Tahun Per Orang/ 19.020.000,00 s.d. 

Bulan 22.190.000,00 

e. Pengalaman 5 Tahun Per Orang/ 22.320.000,00 s.d. 

Bulan 26.040.000,00 

f. Pengalaman 6 Tahun Per Orang/ 23.580 .000,00 s .d. 

Bulan 27 .510.000,00 

g. Pengalaman 7 Tahun Per Orang/ 24.060.000,00 s.d. 

Bulan 28.070.000,00 

h. Pengalaman 8 Tahun Per Orang/ 25.380.000,00 s.d. 

Bulan 29.610.000,00 

1. Pengalaman 9 Tahun Per Orang/ 31.440.000,00 s.d. 

Bulan 36.680.000,00 

J. Pengalaman 10 Tahun Per Orang/ 33.000.000,00 s.d. 

Bulan 38.500.000,00 
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No. J enis Layanan Satuan Tarif (Rp) 

k. Pengalaman 11 Tahun Per Orang/ 33.600.000,00 s.d. 

Bulan 39.200.000,00 

1. Pengalaman 12 Tahun Per Orang/ 35.220.000,00 s.d. 

Bulan 41.090.000,00 

m. Pengalaman 13 Tahun Per Orang/ 42.300.000,00 s.d. 

Bulan 49.350.000,00 

n. Pengalaman 14 Tahun Per Orang/ 44.280.000,00 s.d. 

Bulan 51 .660.000,00 

o. Pengalaman 15 Tahun Per Orang/ 44.880.000,00 s.d. 

Bulan 52.360.000,00 

p. Pengalaman 16 Tahun Per Orang/ 46.980.000,00 s.d. 

Bulan 54.810.000,00 

q. Pengalaman 1 7 Tahun Per Orang/ 55.140.000,00 s.d. 

Bulan 64.330.000,00 

r. Pengalaman 18 Tahun Per Orang/ 57.540.000,00 s.d. 

Bulan 67.130.000,00 

s. Pengalaman 19 Tahun Per Orang/ 58.260.000,00 s.d. 

Bulan 67. 970.000,00 

t. Pengalaman 20 Tahun Per Orang/ 60.840.000,00 s.d. 

Bulan 70. 980.000,00 

u. Pengalaman 21 Tahun Per Orang/ 61.560.000,00 s .d. 

Bulan 71.820.000,00 

3. Doktor (83) 

a. Pengalaman 1 Tahun Per Orang/ 22.860 .000,00 s.d. 

Bulan 26.670.000,00 

b. Pengalaman 2 Tahun Per Orang/ 24.060.000,00 s.d. 

Bulan 28 .070.000,00 
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No. J enis Layanan Satuan Tarif (Rp) 

c . Pengalaman 3 Tahun Per Orang/ 24.600 .000,00 s.d . 

Bulan 28.700.000,00 

d . Pengalaman 4 Tahun Per Orang/ 25.860.000,00 s.d . 

Bulan 30.170.000,00 

e. Pengalaman 5 Tahun Per Orang/ 31 .680 .000,00 s .d. 

Bulan 36. 960 .000,00 

f. Pengalaman 6 Tahun Per Orang/ 33 .180.000,00 s.d. 

Bulan 38.710 .000,00 

g. Pengalaman 7 Tahun Per Orang/ 33.720.000,00 s .d. 

Bulan 39 .340.000,00 

h . Pengalaman 8 Tahun Per Orang/ 35.340.000,00 s.d. 

Bulan 41 .230.000,00 

1. Pengalaman 9 Tahun Per Orang/ 42 .060.000,00 s.d. 

Bulan 49.070.000,00 

J. Pengalaman 10 Tahun Per Orang/ 43.980.000,00 s.d. 

Bulan 51 .310.000,00 

k. Pengalaman 11 Tahun Per Orang/ 44.580.000,00 s.d . 

Bulan 52 .010.000,00 

1. Pengalaman 12 Tahun Per Orang/ 46.620.000,00 s .d. 

Bulan 54.390.000,00 

m . Pengalaman 13 Tahun Per Orang/ 54.360.000,00 s.d. 

Bulan 63.420 .000,00 

n. Pengalaman 14 Tahun Per Orang/ 56.760.000,00 s.d. 

Bulan 66.220 .000,00 

o . Pengalaman 15 Tahun Per Orang/ 57.420.000,00 s.d . 

Bulan 66. 990.000,00 
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p. Pengalaman 16 Tahun 

q. Pengalaman 1 7 Tahun 

B . Pendidikan dan Pelatihan 

Fungsional 
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Satuan Tarif (Rp) 

Per Orang/ 59.880.000,00 s .d. 

Bulan 69 .860.000,00 

Per Orang/ 60.600.000,00 s .d . 

Bulan 70. 700.000,00 

Per Orang 7.200.000,00 s .d. 

7 .700 .000,00 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 
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